Menimbang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republ

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Ne

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR ¥
NOMOR - 12 TAHUN 2008 ¥

TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DLERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA I

BUPAT! LUWL TIMUR. J

L1

t & bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ltntangi!ifcnrcrijulahun Daerah sehagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Ratcangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjuwahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 {enam) bulan setelah-iah wmpgaran berakhir;

i

. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Diérah tentang Pertangpungjawaban

Pelaksanaan Anpgaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
-lndang Nomor 12 Tahun 1994
sis Nomor 3569) ;

Repubiik Indonesia Tahun 1997

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubal dengan Un
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomer 62, Tambahan Lentharan Megara Republik In



10.

11.

12,

Nomor 41, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) scbagaimana telah diubah dengan Undang-1ndang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawes
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomar 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lidonesia Tahun 2004 Nomar 125,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan @ ndme-1Undang Momor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :

. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerab  (Lembaran Negara Republik [Rdonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik ﬁud&nmia Tuhun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan daniAnggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
schagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712}

16, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1%. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daemah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

19, Peraturan Pemerintsh Momor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573 )

20, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576},

21. Peraturan Pemeriniah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah { Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Momor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577},

22, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keusngan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomaor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4583 );

24, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 1635, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 )

25, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntah { Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Timur;
28, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belagja Daerah Tahun Anggaran 2007,

29, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007; i

|



e

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Dan
BUPATI LUWLU TIMUR
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007
Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran ;

b. MNeraca

¢, Laporan Arus Kas ; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan,
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal | huraf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut ;
a. Pendapatan ............, Rp. 497.325.517.114,90
b Belamja ......ocviinnsinns Rp. 344.974.607 438,00
Surplus/deficit ......... Rp 152.350.909.676,90
¢.Pembiayaan .............
- Peperimaan ........... Rp. 155.974.077.825,83
- Pengeluaran ..., Rp. _ 6.000.000.000.00
SurplusDefisin ... .. Rp. 149.974.077.825.83

d. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 302.324.987.502.73



Pagal 3
Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 92.133.786.888,11 dengan rincian sebagai berikut ;

a Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 405.191.730.226,79
b. Realisasi Rp. 497.325517.114.90
Selisih lebih/{kurang) Rp (92.133.786.888.11)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 115.660.133.859 dengan rincian sebapai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Bp. 460.634.741.297,00
b. Realisasi Bp. 344 974607 438,00
Selisih lebih/Akurang) Rp 115.660.133.859,00
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 96.907 898.606,69 dengan rincian sebagai berikun -
a. Surplus/deficit setelah perubahan Rp. (55.443.011.070,21)
b. Realisasi Rp. 152.350.909.676.90
Selisih lebihA(kurang) Rp. 96.907.898.606,69

{4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.446.315.615,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Angparan penerimaan pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 159.420.393 440,83
b. Realisasi Rp. 155.974.077.825.83
Selisih lebih/{ kurang) Bp. 344631561500
{3) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.500.000.000, dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan Rp. 7.500.000,000,00
b. Realisasi Rp. 6.000.000.000,00

Selisih lebih/{kurang) Rp. 1.500.000.000,00



(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembigyaan neto sejumlah Rp. 3.446.315.615,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 159.420.393 440,83
b. Realisasi Rp. 155.974.077 825,83
Selisith lebih/(kurang) Rp. 3.446315.615,00

Pasal 4

MNeraca schagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007, sebaga benkul ;

a. Jumlah asset Rp. 957.765.427.852,03
b. Jumiah kewajiban Rp. 2.942.227.851,00
¢, Jumlah ekuitas dana Rp. 954.834.900.207,03
Pasal 5
Laporan arus kas sehagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 Schagai
berikut ;
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007 Fp. 159.420.393.440,83
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 324.679.047.638.90
¢ Arus kas dari aktivitas investasi asset non - Rp(170.860.279.045.06)
K euangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (4.420.892.8%4,00)
¢, Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (2.083.194.870,00)
. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2007 Rp. 305.255.515.147,73

Fasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal | huruf d tahun anggaran - 2007 memunt informas: baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Perincian secara kontitatif dalam Neraca dan Laporan Arus Kas pada pasal 4 dan 5 diatas masih akan mengalami koreksi lebih lanjut sesuai saran
dalam LHP BPK-RI Makassar



Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehagaimana dimaksud pada pasal | tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;
a. Lampiran |

b.

.

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran L5
Lampiran L&
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran 111
Lampiran 11
Lampiran I11

d. Lampiran [V

Laporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurul urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiyaan ;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah. organisasi, program dan kegiatan

iigkapitu!asi realisasi anggaran belanja dacrah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daersh dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara |

Daftar piutang daerah ;

Daflar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah ;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya ;

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Nerca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

= ; e



Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sehagaimana dimaksud dalam pasal | ayat (2) terdin dari ;

8. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini. .

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik dacrah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran V1 peraturan daerah ini,
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Ele!lanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur schagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur
lehih lanjut dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiagp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
tanggal 05 — 12 - 2008
s e L AR KRS s
N e MV IEIMG sseTOMMe  BUPATYEUWU TIMUR,
VELAR N ' of UMF
T :; N
KA DNAS - L—-—— H. ANDI HATTA M
KABID | SEKFE ,-ﬁf..-nﬂ_ .
Diundangkan di Malili KASUBID / kASUBAG. JDHe.- .
pada tanggal 05 — 12 - 2008

SEKRETARIS DAERAH K. ATEN LUWU TIMLIR,

HAT. UMAR PANGERAN(:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 12



